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ABSTRAK

Seining dengan perkembangan saman di bidang keschatan pengetinaan elad
teknodogh medis dirasa senpat penting kegunaanya dalam mendingnosa penyakit pasien.
Adapun vang dimaksud dengan alat teknologi medik ity adalah alat Bantu yang dipakai
ataw digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosa penyskit pasien. Tokter
spesialis adalah pihak yang paling banvak menggunakan alar teknologi medizs ini
dibandingkan dengan tenaga keschatan loinnva seperti dokier urrturm,  dikarenakan
semakin sulitnya tingkat penyakit pasien vang datang berobat kepadanya. Dalem
menjalankan profesi kedokterannya, seorang dokter tidak luput dart kekhilafan dalam
menjalankan tugasnva seperti adanyva kesalahan atay kelalzian dokter dalam peimberian
pelayanan kesehatan, maka it untuk melindungi hak-hak pasien scperti halnva diatur
dalam Undang-undang  bagaimena tanpgung jawah seprang dokter apabila terjadi
kelalaian terhadep penggunaan alat teknologi medik tersebut.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripst ini adalah mengenai tangeung
Jawab dokter praktek spesialis atas kelulaian techadap pengpunan alat teknologi medis
dalam kaitannya dengan perlindungan pasien, apa sajakah hal-hal yang menyebabkan
socrang dokier dopat dipugat secara perdata, spakah peranan dan upava Organisasi
Profesi Kedokleran dalam memberikan dan meningkatkan pemahaman hukum bagi para
dokter praktek spesialis di Kota Indramaye Jaws Baral dalam kaitannya  dongan
perlindungan bagi pasien,

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengpunskzn metode penclitian vuridis
sosiologis, yaim berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat
nomma-nerma hukum yang berlaku kemudian dibubungkan denpan lakla-fakta vang
terjadi di lapangan dan penerapannya dalam praktek.

Kenyataan dan fakta yang penulis dapat dari hasil penelitian di tiga dokrer
prakick spesialis penvakit dalam di Kota Indramayu adalah bahvwasannya langgung jawab
dekier praktek spesialis atas kelalaian terhadap pengaunaan a2l teknologi medis ada dua
yailu tanggung jawab moral dan tangeung jawab lukum, yang tencakup tangeung jawab
secara perdata, secura pidana dan secara administrasi, dan dokter dapat digugat sceara
perdata apabila terbukti teloh melakukan wanprestasi, perbuatan melanggar hukom,
melalaikon kewajiban dan kelalatan yang mengakibatkan kerugion. Selain i adanya
upaya dari HDE untuk meningkatkan pemahkaman hukom para dokler prakiek spesiolis di
Kota Indramayu dengan mengadakan seminar atou symposium yang  berkaitan dengan
hukum yang mengatur meang lingkep kesehatan staw kedokteran dan pelaksanmannya
dilakukan secarn periodic. Di akhir penulisan ini pestulis berkesimpulan bahwasanya.
Seorang dokier praktek spesialis spabila terjadi kelalaian di tempat prakteknyva
maka tanggung jawabnya adalab  tangoung  jawab pribadi  dokter vang
bersangkutan dan bukan tanggung jawab dar rumah sakir tempat dimana dokter
tersebut berdinas sehari-har.
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BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Relakang Masalah

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara opiimal
guna untuk peenuhan kebutuhan akan keschatan. Scperti semboyan yang
berbunyi “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa vang kuat" jelas sekali terlihat
bahwasannya keschatan itw adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan
seseorang karena bagaimana sescorang akan mampu melakukan setiap kegiatan
uniuk memenubi kebutuhan kehidupan sebari-hari seperti, sandang, pangan dan
papan dll dalam hidupnya apabila seseorang tersebut idak sehat,

Pemenuhan kebutuban akan kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara
pemeriksaan rutin (general check up) guna untuk mengetshui kondisi terkini dari
kesehatan sescorang apaksh ada penyakit atau tidak agar dapat dengan cepat
dilakukan pencegahan dan pengobatannya. Sehingga hal ini akan memaksa ia
untuk mencari informasi kepada orang vang ahli dibidangnya mengenai apa vang
sebenurnya terjadi pada diri dan tubuhova vang biasanys diikuti dengan upava
untuk pemulihan kondisinya seperti keadaan semula van g sehal,

Adanya  kebutwshan  keschatan  sebagaimana dikemukakan diatas, sesuai
dengan hukum ckonomi buhwa dimana ada permintaan pasti ada penawaran.
Untuk menyikapi hal ini tabib, dokter alau tenags keschatan lainnyva, sesuai

dengan bidang dan keahlian yang dimilikinya akan menawarkan Jasa kepada calon



pasien dengan jalan memasang papan nama di depan lempat ia melakukan prakick
profesinva.

Sebagaimana penjelasan Pasal 4 Kode Etik Kedokieran Indonesia hohwi
pemasangan pagan nama tersebut dibatasi baik mengenai ukurannya manpun
twlisan vang bolebh dimuat di dalamnya serta tidak memual kata-kata vang
bertedensi layaknya sebuah iklan. Namum pada kenyatsannya PEMASANEAL papar
numa tersebut mengandung pengertian “iklan” dalam arti sempit, karena melalui
papan nama itulah masyarakat (pasien) mengetahui adanya penyedia jasa vang
memiliki keterampilan i bidang pelayanan kesehatan,

Seiring denpgan perkembangan zaman sekarang ini hubungan antara dokter
dan pasien yang pada awalnya bersifat vertical paternalistic, dimana pasien hanya
dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya
apapun telah berubah ke pola hubungan horizontal kontraktual, Dalam pola
hubungan horizontal kontraktoal ini si pasien mendatangi dokter karena walaupun
ia dalam keadaan sakit namun ia sadar dan mempunyai aspirasi sendiri karena dia
sudah mengetahui bahwa dirinya sakit dan sang dokterlah vang akan dapar
menyembuhkan rasa sakitmya, Si pasien menganggap dirinva berkedudukan
sederajat dengan dokter namun peran dokter lebih penting daripada dirinya'

Pasien yang memerlukan suatu pertolongan medis dokter mengharapkan apar
2 diperlakukan secara manusiawi, diperlakukan sesuai dengan martabalnya
sebapgai manusia sesuai dengan etika  medis, Meskipun  demikian, dalam

perkembangan pelayanan medis berbagai factor turut mempengaruhi sehingpa

' Nermien Hadiati Koeswiad|i, Hidam Eedokteran fstudi seriang hbanman hukum dolam
wram dekier sebagal salak s pifok). PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998 :Hal, 72



telah mengakibatkan hubungan dokter dan pasien tidak pribadi dan tidak
manusiawi. Misalnya, semakin banyak pasien yang menungen  dan dokier
mengejar wakiu untuk berprakiek di tempat lain atau dengan semakin banyaknya
peralatan diagnosis dan terapeutik yang digunakan oleh dokter sendiri sehingea
dokter sering lalai dan mempercayakan seluruhnya kepada peralatan inedic
tersebut”,

Telah menjadi kenyataan bahwa alat teknologi medis maju  mampu
meningkatkan pelayanan medis keschatan dan jangkauan thagnosis (penentuan
jenis penyakit) dan terapi (penyembuhan) sampai kepada batasan yang tidak dapat
dibayvangkan atau didupa sebelumnya. Kendati demikian, alat teknologi medis
vang mygu tidak selalu mampu menyelesaikan problema seorang penderita.
bahkan ada kalanya menimbulkan efek samping bagi pasien, seperll cacat bahkan
sampal kepada kematian. Hmuo kedokteran bukanlah ilmu pasti - sehagaimana
halnya matematika, Membuat diagnosis misalnya, merupakan suatu seni karena
memerlukan imajinasi setelah mendengarkan semua keluhan dari pasien dan
memerlukan pengamatan yang seksama lerhadaprya’,

Keampuhan dari teknologi kesehatan/medik membuat dokter berangsur-
angsur  menjadi - sungat tergantung pada  teknologi  medikikesehatan yang
mengandung unsure kemampuan teknikal superior yang berlanjut pada pemberian
kekuasaan yang lebih besar kepada dokter dalam hubungannya dengan pasien.
schingga mengakibatkan dokter sangat bergantung  kepada mesin‘alat vang

digunakannya dan tidak lagi percaya kepada kemampuannya sendiri dalam

? Nunda Octame, Cpertanggnngan- gl ramak sokit stas kesalahan professional dedaer
celaw Ralvrmnya devgan pelavanan medis ™ Yustisia F, iuk Unand 2004, hal, 2
N
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penpuasaan ilmu serta pengalaman praktek penerapan kelerampilan ilmunva
melalul penggunaan teknologi

Mesin-mesin peralatan untuk diagnostic misalnya telah menjadikan
anggapan untuk perawatan dan pelayanan keschatan jadi meningkav'mahal,
Mesin-mesin'peralatan inl memang tampak berhasil dalam pemasaran di kalanpgan
para pemberi pelayanan keschatan, karena dengan mesin-mesin/peralatan tersebut
dapat secepatnya dan sedini mungkin mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para
pengguna pelayanan keschatan, khususnya dalam memberikan kepuasan. Dilain
pihak telah menunjukkan adanya gejala-gejala umum terhadap kemampuan teknik
sering kali didasarkan pada pandangan untuk menghindari tanggung jawab, Oleh
karcna 1tu tidak jarang justru teknologi canggih menampilkan tantanpan-tantangan
dalam ilmu kedokteran modern yang sifatnya tidak/kurang etis. Khususnya dalam
bidang-bidang seperti bioteknologi, transplantasi, perlakuan-perfakuan terhadap
ketidaksuburan (inferdlity) seseorang, serta terhadapa penyakit terminal,’

Meningkatnya teknologi informasi telah menyadarkan masvarakat akan
hak-haknyva scbagai konsumen dari sebuah produk baik barang maupun jasa.
Ditambah lagi denpan seringnva sebuah produkijasa vang dikosumsi olch
masyarakat tidak menimbulkan hasil scbagaimana basil vang telah dinvatakan
olch produsen atau menimbulkan akibatl yang tidak disadari sebelumnva oleh
konsumen. Keadaan demikian telab menyadarkan pemerintah sebagai pelindung

masyarakal untuk melahirkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 { Lembaran

1 Ihid, Manda Oetama, Hal 3




Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Megara Momor 3821), yang
sclanjumya disingkat UTIPE.

Selain untuk melindungi hak-hak angpots masyarakat sebagai konsumen,
Undang-undang ini juga berfungsi sebagai penjamin adanys keseimbangan antara
pelaku usaha (produsen) dengan pengpuna barangfjasa (konsumen). Hal ini
dikarenakan oleh kedudukan konsumen dar sudut social-ekonomi, hukum dan
peradilan serta daya tawar masih sangat lemah. Penelitian yang dilakukan baik
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (tahun 1979),
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (tahun 1981), maupun Perserikatan
Bangsa-Bangsa (tahun 1983) juga sampai pada hasil yang bersamaan. Semuanya
sampai pada  kesimpulan bahwa, ~....para kowsumen segan  mengafukan
perkaranya ke pengadilan karena khawatir biaya yang dipikulnva menjadi lebil
besar dari kerugion yang mereka derita...”.

Mamun demikian, dalam kaitannya dengan tugas dokter sebagai tenaga
professional, scbagal manusia biasa tidak luput dad ketentuan hukum yang
berlaku bagi setiap orang. Di lain pihak pasien semakin sadar akan hak-haknnya
dan perlindungan hukum atas dirinva. sehingga permasalaban hubungan antara
dokter dan pasien menjadi semakin kompleks. Kekompleksan ini ditambah pula
dengan tujuan pembangunan bidang kesehatan agar setiap penduduk  dapat
mewwjudkan derajad kesebatan yang optimal. Dan bagaimana jika ada seorang
pasien yang merasa dirugikan oleh tindukan terutama penggunasan alat teknologi

medikkeschatan akibat kelalaian atau kesalahan vang dilakukan oleh seorang

Y AZ, Maswtion, Hukum Perlindunpan Konsumen suaie Pengantar, Dava Dwipa,
Jakarta, 1999: flal, 54



dokter apakah selain dapat digugat secara hukum perdata, pidana dan administrasi
juga memiliki hak dan kesempatan untuk mengajukan gugatan berdasarkan
UTPK ke pengadilan, dan apakah hubungan tersubut dapat dipersamakan dengan
hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana vang diatur dalam
LLPK.

Secara garis besar terdapat dua pendapat yang berbeda tentang hal
lerscbut. Menurut Pengurus Harlan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLEI), Sudaryatmo, selama ini dokter resisten terhadap UUPE karena mercku
menganggap profesi kedokieran bukan barang dagangan, pasien tidak sama
dengan konsumen, Ketua Yavasan Konsumen Kesehatan dr. Marins Widjajarta
pun berpendapat sama. Menurutnya berdasarkan UUPK dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang keschatan, profesi kesehatan termasuk pelaku
usaha dan pasien dapat dikatepirikan sebagai kansumen®

Mengenai hak ini, Ketua lkatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Achmad
Djnjosugito menolak pendapat bahwa profesi dokter harus tunduk kepada UUPK
sebab, UUPK terkesan hanya mengatur schatas pada hal-hal vang sifatnyva
menjanjikan hasil atau reswlt offigation. Menurutnya sudah kewnjiban dokter
untuk berusaha sekual tenaga sesuai dengan standar profesi demi kesembuhan
pasicn. Sehingpa makna pelayanan keschatan berbeda dengan perjanjian “jasa’
vang disebut dalam ULPK,

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat sebagaimana vang relah

cikemukakan di atas, selama ini kedudukan penerima jasa pelayvanan kesehatan

" Berila dalam Siegmatang, “kupasan, Kontrovesi UUPE dan Hubungan Dokier denoan
Pasien”, Tel 17 Agustus 2003, Hal, 3



dari sudut perlindungan konsumen cukup krusial. Kesalahan atan kelalaian profesi
(malprakiek) yang dilakukan tenaga kesehatan jarang terunpkap. Diantara
penyebabnya adalah kesulitan dalam pembulktian. Para penegak hukum kesulitan
dalam membuktikan telah terjadi kesalahan atau kelalaian profesi karena tindakan
tenaga keschatan bersifat sangat teknis spesialistic vang sulit dipabami oleh orang
yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan selama 1999-2004 telah
terjadi 126 kasus malprakiek yang berasal dari berbagai rumah sakit, Seperti yang

dilansir di situs internet www. patra.com antara lain kasus malpraktek vang terjadi

baru-baru ini di Jakarta yaitu kasus meninggalnva mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas  Kristen Indonesia setelah sebelumnya dirawat di RS St Corolus,
dimana pihak keluarga telah melaporkan dokter spesialis THT yang menangani
korban di rumah sakit tersebut ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dj Tanggerang
Kasus Ny Cicilia Djarwati saat hendak dilaksanakannya operasi katarak di RS
Honons  Tanpgerang  yang sampai  sekarang  belum  pernah  dilaksanakan
operasinya yvang sebelummnva pernah menderita stroke,

Dan dua kasus diatas membuka cakrawala berlikir penulis untuk mengkaji
Tanggung jawab Dokter Praktek Spesialis atas Kelalaian Terhadap Pengpunaan
Alat Teknologi Medis Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi
Pasien D4 Kota Indramavu, Jawa Barat.

B.Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari urian diatas, maks dapat diromuskan permasalahan

sehagai berikut



1. Bapaimanakah tanggung jawab dokter praktek spesialis di Kota Indramayu

Jawa Barat atas kelalaian terhadap penggunaan alat teknologl medis dalam
kaitannya dengan perlindungan konsumen bagi pasien.
Apa sajakah hal-bal vang dapat menyebabkan scorang dokter dapat

dipugat secara perdata

. Apakah peranan dan upaya dard Organisasi Profesi Kedokteran (1D1)

dalam memberikan dan meningkatkan pemahaman hukwm bagi para
dokter prakiek spesialis i Kota Indramayu Jawa Barat dalam kaitannya

dengan perlindungan bagi pasien,

C.Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditnjukan untuk mengetahui

[

Tanggung jawab dokter prakiek spesialis di Kota Indramayu Jawa Barat
atas kelalaian terhadap penggunasn alat teknologi medis dalam kaitannya
dengan perlindungan konsumen bagi pasien,

Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan seorang dokter dapat digugat
secara perdata.

Peranan dan upaya dari Orpanisasi Profesi Kedokteran (ID1) dalam
memberikan dan meningkatkan pemahaman hukum bagi para dokler
spesialis i Kot Indramayu Jawa Barat dalam  kaitaonva  dengan

perlindunean konsumen.

). Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibarapkan akan memberikan manfast bagi peneliti sendird,

bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi instansi terkait.



BAB IV

PENLUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab vang terdabulu dan

berdasarkan hasil penelitian

1.

1-d

Tanggung jawab dokter prakiek spesialis atas  kelalaion techadap
penggunaan  alat teknologi medis dalam kaitannya dengan perlindungan
pasien di Kota Indramavu, Jawa Barat meliputi dua tangpung jawab vaitu
tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum vang terdiri dar,
tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrsi. Seorang dokter
praktek spesialis apabila terjadi kelalaian di tempat prakteknva maka
tangoung  jawabnva  adalah  tanggung  jawab  pribadi dokter yang
bersanghkutan dan tidak ada tanggung jawab darl rumah sakit dimana
dokler tersebut berdinas sehari-hari,

Hal-bal vang menyebabkan seotang dokter dapat dimintai pertanggung

Jawabannya secara perdata menurut ketentuan KUH Perdata (BW) apahbila

dokter tersebut dalam melaksanakan pekerjaannva melakukan hal-hal
schapai berikiut

o, Wanprestasi (Pasal 1239 KU Perdata)

b, Perbuatan melanggar hukwm {Pasal 1365 KUH Perdata)

¢. Melalatkan Kewajiban (Pasal 1367 KUH Perdata)

d. Kelalaian vang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUH Perdatal

Gl



)

Sehinngga  seorang  dokter  terschbut  dapat  dimintm ganti

kerugian/tangpung jawab perdata,
Upaya Tkatan Deokter Indonesia (DI} Kota Indmmave  dalam
meningkatkan pernahaman hukum dokter terhadap bidang profesinya yailu
kedokteran yakni dengan melakukan seminar atau symposium tentang
hukum yang mengatur mengenai ruang lingkup kedokteran yang nantinya
hasil dari seminar atan symposium tersebut dischar luaskan di dalam
buletin setiap bulannya.
Saran
Kepada dokter prakiek spesialis diharapkan untuk lebih meningkathan
kehati- hatian dalam menjalankan kegiatan prakteknva sehari-hari dalam
hul peneyembuhan pasicn khususnya terhadap penggunaan alat teknologi
medis schingga nantinya tidak menimbulkan kerugian pada pasien.
kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, agar
mempertimbangkun mengenai besarnya pajak masuk alat-alat teknologi
medis dari luar negeri agar setelah sampai di Tndonesia harpanya tidak
mahal, kerena dengan mahalnya harga alal teknologi medis tersebut juoa
mengakibatkan mahalnya biava pengobatan vang menpunakan alat-alat
teknologi medis baik itu yang canggib magpun vang sederhana, sehingga
tujuan dari pelovanan medis vailu kesembuhan bagi pasien terutama bagi
rakvat menengah kebawah tidak lercapai, disehabkan ketidakmampuan
dari segi financial ataw kevangan mercka. Selain itu bapi rumah sakit-

rumah sakit didaerah banyvak diantaranya yang standar medisnya seperti
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ketersediaan alat-alat teknologi  tidak lengkap dikarcnakan mahalnya
farga dari alat-alat teknologi medis tersebut, schingga kinerja dad pam
tenaga medis di daerah tersebut tidak maksimal. Seperti kurangnva
fusilitas alat-alat teknologi medis untuk melakukan operasi-operasi besar,
schingga pasien harus dirgjuk ke rumah sakit di kota yang fasilitas
teknologi medisnya lebih lengkap, dan tentunya ini sangat memberatkan
bagi keluarga pasien yang ekonominya lemah kerena mercka harus
mengeluarkan  biaya lambahan, dan jups kemungkinan lain  seperti
meninggalnya pasien ditengah perjalanan memuju rumah sakit rojukan
tersebut.

Kepada Orpanisasi Profesi Kedokteran dalam hal ini DI cabang
Indramayu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum
para dokler in1 hendaknya tidak hanya dengan mengadakan seminar atau
symposium saja lapi juga menpevaluasi pemahaman dokter lerschut
tentang hukum yang berlaku sehubungan dengan ruang lingkup profesi
merekd, seperti masih ada ditemui para dokter praktek baik itw wmum
maupun spesialis yang menjalankan praktek dokternva lebih dari tigs
tempat prakick, tentu saja ini sudab menvalahi peraturan yang berlaku,
dimana menurut ULT No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
seorang dokter hanya boleh paling banvak mcbuka izin prakiek di tiga

lempat prakiek.
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